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PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 225 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara tentang Pengembangan Kompetensi 

Pegawai Negeri Sipil; 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang 

Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 

  4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 

14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan.  

2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS 

dalam suatu satuan organisasi. 

3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT 

adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah 

sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 

pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

5. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, 

dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas 

jabatannya.  

6. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut 

Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk 

pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar 

kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. 
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7. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis Jabatan. 

8. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi. 

9. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan 

kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, 

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk 

memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 

Jabatan.  

10. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan 

seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. 

11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan 

pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi 

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

12. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen 

perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat instansi 

yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran 

berikutnya. 
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14. Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari 

setiap PNS. 

15. Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai 

kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS. 

16. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kompetensi adalah 

tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai 

hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan 

standar kompetensi Jabatan yang diduduki dan/atau 

yang akan diduduki. 

17. Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja adalah tingkat 

kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil 

perbandingan kinerja PNS dengan target kinerja pada 

Jabatan yang diduduki pada periode penilaian kinerja 

tahun sebelumnya. 

18. Uji Kompetensi adalah penilaian yang dilakukan oleh 

assesor internal pemerintah atau bekerja sama dengan 

assesor independen terhadap PNS yang mencakup 

pengukuran Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, 

dan Kompetensi Sosial Kultural dalam rangka 

menyediakan informasi mengenai kemampuan PNS 

dalam melaksanakan tugas Jabatan. 

19. Ukuran Kinerja Jabatan adalah ukuran kuantitas, 

kualitas, waktu penyelesaian, dan/atau biaya yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan hasil kerja (output). 

20. Target Kinerja Jabatan adalah suatu ukuran kinerja 

Jabatan yang harus dipenuhi seorang PNS berdasarkan 

informasi Ukuran Kinerja Jabatan pada Standar 

Kompetensi Jabatan. 

21. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian yang dilakukan 

oleh atasan langsung atau pejabat yang ditentukan oleh 

PyB terhadap target, capaian, hasil, dan manfaat yang 

dicapai serta perilaku PNS yang ditunjukkan selama 

masa penilaian kinerja dengan perencanaan kinerja pada 

tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

22. Atasan Langsung PNS adalah pejabat yang karena 

jabatannya berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai 
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wewenang langsung terhadap bawahan yang 

dipimpinnya. 

23. Manajemen Talenta adalah pengelolaan terhadap 

kelompok rencana suksesi untuk mengisi suatu Jabatan 

tertentu yang akan diduduki. 

24. Kelompok Rencana Suksesi adalah sekelompok PNS yang 

tidak memiliki kesenjangan kompetensi dan kesenjangan 

kinerja berdasarkan Data Hasil Analisis Kesenjangan 

Kompetensi dan Data Hasil Analisis Kesenjangan Kinerja. 

25. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 

satuan waktu pembelajaran yang ditetapkan oleh 

Lembaga Administrasi Negara.  

26. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah.  

27. Instansi Teknis adalah Instansi Pemerintah yang 

bertanggung jawab atas pembinaan pelatihan teknis 

sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang 

bersangkutan dalam mengelola dan mengerjakan suatu 

bidang tugas teknis tertentu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

28. Instansi Pembina JF yang selanjutnya disebut Instansi 

Pembina JF adalah Instansi Pemerintah yang bertugas 

membina suatu JF berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

29. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur 

adalah rangkaian informasi dan data mengenai 

Pengembangan Kompetensi yang disusun secara 

sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis 

teknologi. 

30. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat 

LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang 

diberi kewenangan melakukan pengkajian dan 

pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara 

sebagaimana diatur dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai aparatur sipil negara.  

31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 
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